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Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(LBHI)
A. Definisi Lembaga Bantuan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga sosial
yang memberikan bantuan hukum, yang didirikan atas gagasan
dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) ke Ill tahun
1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan
Pusat Peradin melalui Surat keputusan Nomor 001/kep/10/1970
tanggal 26 oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga
Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku
tanggal 28 Oktober 1970.
Setelah beroprasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret
1980 status hokum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetapi dijadikan
sebagai Hari ulang tahun YLBHI.
Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk
memberikan bantuan hokum bagi orang-orang yang tidak mampu
memperjuangkan hak-haknya, dipinggirkan, diPHK, dan keseharian

pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter
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Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu
subjek kunci Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan
pro demokrasi.

Prinsip — prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi
manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan
perlawanan atas ketidak adilan structural yang dibangun dalam
bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan
kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua
kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum
Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk
mendorong terwujudnya Negara hokum yang menjamin keadilan
social dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan
masalahnya sendiri, mengorganisisr diri mereka sendiri dan pada
akhirnya bias mandiri dan tidak tergantung lagi kepada
pengacaranya. Selain itu, YLBHI ingin menjadikan hokum dan
advokasi hukum sebagai alat untuk melawan kemiskinan struktural
dan mengubah politik kenegaraan yang menciptakan kemiskinan

struktural itu.
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LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang

dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua.

B. Sejarah LBH SIKAP Banten

Lembaga bantuan Hukum Dan Studi Kebijakan Publik
Banten yang selanjutnya disebut LBH SIKAP BANTEN didirikan
pada tanggal 08 Januari 2014 di Kota Serang, merupakan Kantor
Perwakilan wilayah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Studi
Kebijakan Publik, merupakan badan hukum berbentuk Yayasan
dengan akta notaris Nomor: 11/ Tanggal: 22 Mei 2013 Kantor
Notaris Muhammad Kamaludin Purnomo,S.H. Sleman, Yogyakarta.
yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-4422.AH.01.04 TAHUN 2013. LBH SIKAP
BANTEN Adalah Lembaga Bantuan Hukum yang Terakeriditasi
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016. Yang bertempat di Griya
Gemilang Sakti Blok A2/20 RT 03/ RW 13, Kelurahan Sumur

Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang — Banten.
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C. Visi dan Misi LBH SIKAPBanten

1. Visi LBH Sikap Banten:

Menjadi organisasi sosial yang independen, terbuka,

dan berperan besar dalam mewujudkan Penegakan Hukum
yang bermartabat dan berdaulat menuju terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Misi LBH SIKAP Banten:

a. Mendorong pemenuhan hak masyarakat luas yang tidak

mampu untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa
membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik,

jenis kelamin maupun latar belakang sosial dan budaya,;

. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan

kesadaran masyarakat sebagai subyek hukum yang sadar
akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan
warga masyarakat, serta mampu membela dan
memperjuangkan hak-haknya, dengan berbasiskan nilai-
nilai Pancasila, undang-Undang Dasar 1945 serta Hak-
Hak Asasi Manusia.

Berperanserta aktif dalam penegakan dan pengawasan

hukum, proses pembentukan hukum, pembaruan hukum,
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yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Rights);

d. Mendorong kerjasama  regional, nasional dan
internasional dalam rangka perlindungan HAM bagi

masyarakat dan kelompok-kelompok sipil.

D. Fungsi LBH SIKAP Banten
LBH Sikap Banten memiliki fungsi:

1. LBH Sikap Banten merupakan sarana bagi masyarakat untuk
memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya;

2. Sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah sehingga
kebijakan pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat;

3. LBH Sikap Banten sebagai sarana untuk membantu
mengatasi masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh
masyarakat.

4. Sebagai pusat kajian tentang masalah-masalah ketidak adilan
hukum yang terjadi dimasyarakat.

5. Sebagai lembaga yang mendorong terciptanya ilmu
pengetahuan yang berpihak terhadap masyarakat, yang

dimaterialkan melalui kebijakan pemerintah.
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E. Fokus Program LBH Sikap Banten

1. Pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar

Pengadilan;

. Memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi,

konsultasi, atau advis hukum, serta memberikan bantuan
hukum berupa pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
bagi masyarakat khusunya orang miskin atau kelompok

orang miskin.

. Program Penyuluhan hukum sebagai usaha meningkatkan

kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak
mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan
memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang sah

menurut hukum;

. Program bimbingan-bimbingan dan latihan praktek hukum

bagi para sarjana dan mahasiswa yang berminat dalam
aktifitas lembaga bantuan hukum berupa pemagangan,
tarining,

Sosialisasi dan publikasi tentang pengertian dan nilai-nilai
negara hukum, hak dan kewajiban Subyek Hukum, hak asasi

manusia, dan pengertian bantuan hukum dalam arti seluas-
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luasnya, terta aturan-aturan hukum.

6. Program studi dan penelitian (Research) mengenai kebijakan
publik dan permasalahan hukum dimasyarakat dalam arti
luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik,
ekonomi dan budaya;

7. Program Pendidikan dan advokasi hukum terhadap
kelompok rentan dan kelompok masyarakat sektoral
khususnya bagi Perempuan dan anak, serta buruh, petani, dan

PKL.

F. Kegiatan LBH SIKAP Banten
Kegiatan yang dilakukan LBH Sikap Banten:

1. LBH Sikap Banten melakukan berbagai kegiatan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat marjinal diantaranya,
pendidikan hukum, pendampingan terhadap kasus yang
dihadapi masyarakat, studi partisipatif, studi kebijakan,
advokasi kebijakan, penguatan hak-hak sipil dan politik,
penguatan hak-hak ekonomi sosial dan budaya serta
penguatan dan upaya mendorong pembaruan agraria di

Indonesia pada umumnya dan Banten pada khususnya.
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2. Menjalankan MOU dengan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Dan Ham Republik Indonesia mengenai pemberian

bantuan hukum kepada orang miskin tahun 2016.

. Menjalankan MOU dengan Pengadilan Negeri Serang,

Pengadilan Agama Serang, dan Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang (PTUN SERANG) untuk memberikan

pelayanan  Pos

Bantuan Hukum (POSBAKUM) di

pengadilan  tersebut. Adapun pengalaman kerjasama
tersebutkami uraikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.1
Pemberi Tugas/
No I;':g ? Lokasi |Pejabat Pembuat Komitmen Rontrak 2%?33;'
Pekerjaan Nama Alamat/ No/ Pekerjaan
Telepon Tanggal
1 2 3 4 5 6 7
1 |KerjasamaPel| Provinsi AJUB JIBrigjend W.12- |10 Desember
aksanaanbant| Banten |SURATMA | KH Sam’un |HN.03.03- 2016
uanHukumBa N. (Kepala | No.44D 047,
gi Orang Kantor Serang. | Tertanggal
Miskin / Wilayah |Telpon. 0254-| 28 Maret
Kelompok Kementerian| 217029 2016
Orang Miskin Hukum dan
Tahun 2016 HAM
Banten)
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Tambahan | Provinsi AJUB JIBrigjend W.12- |10 Desember
/Addendumker| Banten |SURATMA | KH Sam’un |HN.03.03- 2016
jasamaPelaksa N. (Kepala | No.44D 80,
naanbantuanH Kantor Serang. |Tertanggal

ukumBaai Wilavah [Telpon. 0254-|31 Oktober
Penyediaanpe|Pengadilan| Drs. H. Jalan Raya W27- |31 November
mberiBantuan| Agama | Sudirman, | Petir Km. |A1/0659/H 2016

Hukum di Serang MH. 03Cipocok [K.05/11/201
osBantuanHu (KetuaPenga|Jaya, Serang- 6

kum Pada dilan Agama| Banten.

Penyediaanpe|Pengadilan|  Taufiq Jalan Syeh | W2.TUN |31 November
mberiBantuan| Tata Usaha| Rahman, | Nawawi Al- 303A//PL.O 2016

Hukum di Negara |S.Sos., MM. |Bantani No.3| 8/11/2016
osBantuanHu| Serang | (Kepala sub KM.5,

kum Pada BagianUmu [KelurahanBan
KerjasamaPel| Provinsi AJUB JIBrigjend W.12- |10 Desember
aksanaanbant| Banten |SURATMA | KH Sam’un |HN.03.03- 2017
uanHukumBa N. (Kepala | No.44D 033,

gi Orang Kantor Serang. | Tertanggal

G. Struktur Pengurus (LBH SIKAP BANTEN)

Direktur

Sekertaris

STRUKTUR

PENGURUS LBH SIKAP BANTEN

PERIODE 2019-2021

:Deni Ismail Pmungkas, SH., MH.

:Fendi Hari Wijaya, S,H.
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Bendahara :Lidya Citra Dewi, SH.
Dewan Ahli :Dr. H. Gusti Endra, S.H., M.H.
Advokat/ pengacarapublic :

- Muhamad Yusup, S.H., L.,L.LM.

- Deni Ismail Pamungkas, S.H.,MH

- Fendi Hari Wijaya, S.H

- MochAnggiBimmanes, SH.

- AriyanSubakti, SH.

- BakatTyamaya, SH.,MH.

- Mochamad Alif Alatas, SH.

- Muhamad Ardi Akbar K, SH.

- Lidya Citra Dewi, SH.

- Mohammad Hifni, SH., Msy
Pararegal:

- Surya Risdianto, SH.

- AgusSofyan, SH.

- Tami Muntami, SH.

- M. Hafiizi Faturahman Arrasyid, SH

- Zaini Firdaos, SE.,*

17 LBH SIKAP BANTEN
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